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ABSTRAK 

EV ALUASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2015 
TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI 

DI KABUPAT~N ACEH TIMUR 

Nama 
NPM 
Program Studi 
Pembimbing I 
Pembimbing II 

: Sofyan 
: 181801029 
: Magister llmu Administrasi Publik 
: Dr. Isnaini, SH, M.Hum. 
: Dr. Adam, M.AP 

Pada tahun 2018 Kabupaten Aceh Timur berdasarkan lndeks Ketahanan 
Pangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian 
Pertanian berada pada peringkat 229 dengan skor 72,26, hal ini berarti bahwa 
Kabupaten Aceh Timur masih tergolong mengkuatirkan mengenai ketahanan 
pangannya. Lembaga yang menangani masalah ketahanan pangan di Kabupaten 
Aceh Timur adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang memiliki 
peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan 
pangan dan penyuluhan di Kabupaten Aceh Timur. Pelaksanaan tugas dan fungsi 
Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur 
sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor ekstemal. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada 
penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur. 
apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun 
penelitian ini di lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di 
Kabupaten Aceh Timur dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan 
pelaksanaannya. 

Kesimpulan mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur 
berdasarkan tipe evaluasi formal tergolong sudah baik dalam pelaksanaannya 
sedangkan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya antara 
lain berkurangnya luas area panen, terhambatnya mengenai usia penyuluh, 
terbatasnya pupuk bersubsidi dan harga jual basil panen tidak menentu. 
Rekomendasi yang diberikan pada basil penelitian ini adalah regulasi yang ada 
harus diperkuat, pendekatan khusus untuk mengatasi kurangnya minat pemdua 
terhadap pertanian, meningkatkan ketepatan penggunaan pupuk, pola kombinasi 
tanaman dengan berbagai komoditi. 

Kata kunci: evaluasi, pangan, gizi, aceh timur 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 17 OF 2015 
CONCERNING FOOD AND NUTRITION SECURITY 

Name 
NPM 

IN EAST ACEH DISTRICT 

:Sofyan 
:181801029 

Study Program : Master of Science Public Administration 
Advisor I :Dr. Isnaini, SH, M.Hum 
Advisor II : Dr. Adam., M.AP 

In 2018 the East Aceh Regency based on the Indonesian Food Security 
Index issued by the Ministry of Agriculture's Food Security Agency was ranked 
229 with a score of 72.26, this means that East Aceh Regency was still classified 
as being concerned about its food security. The institution that handles food 
security issues in East Aceh Regency is the Department of Food Security and 
Counseling which has an important role in relation to the implementation of food 
security and extension development in East Aceh District. The implementation of 
the duties and functions of the Department of Food Security and Counseling 
Services in East Aceh Regency is strongly irifluenced by the conditions of internal 
and external factors. 

Based on the background of the problem, the formulation of the problem 
in this study is how the implementation of Government Regulation Number 17 of 
2015 concerning Food Security and Nutrition in East Aceh District. what are the 
obstacles in their implementation. The research was carried out with the aim of 
evaluating the implementation of Government Regulation Number 17 of 2015 
concerning Food Security and Nutrition in East Aceh District and to know the 
factors that hampered its implementation. 

Conclusions regarding the evaluation of the implementation of 
Government Regulation No. 17 of 2015 concerning Food Security and Nutrition 
in East Aceh District based on the type of formal evaluation classified as good in 
its implementation while the factors that become obstacles in its implementation 
include reduced area of harvest, delays in the age of extension workers, limited 
subsidized fertilizer and the selling price of crops is uncertain. Recommendations 
given in the results of this study are that existing regulations must be 
strengthened, specific approaches to address the lack of interest in agriculture in 
agriculture, improve the use of fertilizers, plant and various commodity 
combinations. 

Keywords: evaluation, food, nutrition, east aceh 
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1.1. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi 

penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, 

UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan 

pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan 

pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjarnin 

ketersediaan, ketetjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, 

aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Untuk bisa melaksanakan kewajiban 

tersebut secara efektif, maka Negara wajib menguasai sumber daya alam untuk 

digunakan sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 33 ayat 

3). 

Disamping itu, pangan juga memiliki peran strategis bagi suatu Negara 

karena dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Negara tersebut. 

Sebut saja China, Jerman, Australia, dan New Zealand yang merupakan negara

negara yang mampu berubah menjadi negara maju karena kemajuan sektor 

pertaniannya. Saat kelangkaan pangan terjadi, maka rakyat bisa bertindak anarkis 

dan menurunkan rezim pemerintahan yang sedang berkuasa sebagaimana yang 

dialami di Mesir dan Aljazair. 

Indonesia harus berdaulat atas pangannya. Berdaulat atas pangan berarti 

berdaulat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan berdaulat untuk 

menetapkan sistem pertanian, petemakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi 

1 
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dari kekuatan pasar intem~ional. Pertanyaannya adalah, apakah Negara Indonesia 

sudah berhasil mewujudkan kedaulatan pangan dan bahkan miningkatkannya 

dalam memenuhi kecukupan pangan bagi penduduk Indonesia? Dalam satu 

dekade terakhir kata kedaulatan pangan merupakan salah satu kata yang kerapkali 

muncul dan disuarakan oleh banyak kalangan di Indonesia. Namun, secara 

konsep, kata kedaulatan pangan sendiri masih seringkali dipertukarkan, bahkan 

disalahartikan dengan kata ketahanan pangan yang secara konsep berbeda. 

Mengutip pemyataan Presiden Joko Widodo, bahwa "Ketahanan pangan 

itu berbeda dengan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan itu "hanya" sekedar 

bahan pangan itu "ada" di gudang-gudang logistik dan di pasar-pasar. Tapi bahan 

pangan itu dari mana tidak jadi soal, dari impor atau lokal tak dipikirkan, yang 

penting ada. Namun dalam konsep "kedaulatan pangan", bahan pangan itu ada, 

kita produksi sendiri dan kita kuat dalam pemasaran, bahkan pangan yang kita 

hasilkan dari pertanian kita bisa menguasai pasar-pasar di luar negeri. Kita 

berdaulat atas sumber pangan kita, bila terjadi kekacauan di luar negeri, cadangan 

logistik kita masih kuat karena hasil pangan kita lebih dari cukup memenuhi 

kebutuhan rakyat. Dalam pemerintahan Kabinet Kerja, yang dituju adalah 

"peningkatan kedaulatan pangan". Visi terbesar dari kedaulatan pangan adalah 

ketika hasil pangan dari bumi Indonesia melimpah di pasar lokal maupun pasar 

luar negeri, minimal di pasar Negara-negara ASEAN. 

Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi 

dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara 
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optimal. Untuk mewuju~an hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan, 

yaitu: 

a. ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara 

optimal, 

b. keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, 

serta 

c. pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, 

dan produktif. 

Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber 

daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan 

pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan pangan 

dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan 

dan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pokok, dan 

pendistribusian pangan pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan 

gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu 

faktor penentu keberhasilan pembangunan. 

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa 

penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia 

yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan 

kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Lingkup 

penyelenggaraan pangan mencerminkan luasnya cakupan pembangunan pangan 

nasional, dan tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, diperlukan dukungan 

dan peran serta masyarakat untuk mewujudkannya. Kebijakan Strategis Pangan 
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dan Gizi (KSPG) 2015-~019 merupakan acuan bagi seluruh stakeholders di 

tingkat pusat dan daerah, yang harus ditindaklanjuti dalam kebijakan/program 

yang operasional di propinsi dan kabupatenlkota sesuai dengan potensi dan 

kondisi wilayahnya masing-masing. 

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia 

mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan juga 

bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi 

hak asasi setiap rakyat, dalam undangundang terse but juga disebutkan Pemerintah 

menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, 

sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, 

perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak 

memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, 

merata, dan teijangkau oleh daya beli mereka. 

Mengacu pada sistem ketahanan pangan dan gtzi, tujuan kebijakan 

strategis pangan dan gizi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi domestik, 

pengembangan cadangan pangan, pengaturan perdagangan pangan berdasarkan 

kepentingan nasional, dan pengembangan produksi pangan lokal dan olahan. 

b. Memperkuat keteijangkauan pangan, melalui efisiensi fasilitasi pemasaran, 

sistem logistik pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penanganan 

kerawanan pangan darurat, dan bantuan pangan bagi keluarga miskin. 
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c. Mengembangkan pemanfaatan pangan, melalui pola promosi konsumsi pangan 

beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), pengembangan diversifikasi 

konsumsi pangan berbasis pangan lokal, perbaikan gizi masyarakat, dan 

peningkatan keamanan pangan segar dan olahan. 

d. Penguatan kelembagaan pangan dan penguatan koordinasi ketahanan pangan 

melalui sinergi program dan pelibatan seluruh stakeholders dalam 

pembangunan pangan dan gizi serta dukungan kebijakan kementerian/lembaga 

Kecukupan pangan yang baik mendukung tercapainya status gizi yang 

baik sehingga akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Disamping itu, 

untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan diversivikasi pangan dengan 

memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan 

teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat 

untuk mengonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang. Peraturan 

Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi juga 

menggarisbawahi untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan 

sumberdaya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan dibidang pangan, 

penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan. 

Dengan demikian sinergi antar sektor, sinergi pemerintah dan masyarakat 

(termasuk dunia usaha) merupakan kunci keberhasilan pembangunan ketahanan 

pangan. Masalah pangan dan gizi merupakan masalah pokok yang mendasari 

seluruh kehidupan dan pembangunan bangsa. Ketahanan pangan dan gizi bukan 

hanya mengenai jumlah bahan makanan yang tersedia, tapi juga kandungan gizi di 

dalamnya. Memperhatikan ketahanan pangan artinya mengubah pola pikir dalam 
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melihat definisi hidup yang sehat dan seimbang. Hal ini senada dengan pendapat 

banyak ahli bahwa nutrisi perlu diposisikan dalam sisi demand, dan ketahanan 

pangan dalam sisi supply, agar kekurangan gizi dapat diatasi secara komprehensif. 

Gizi merupakan pondasi yang sangat penting dan memiliki peran besar dalam 

bebagai aspek yang pada akhimya memberikan kontribusi terhadap pembangunan 

suatu bangsa, diantaranya: 

a. Investasi gizi pada remaja perempuan dapat meningkatkan statusnya kelak saat 

menjadi ibu dan bermanfaat bagi keluarga kecilnya sebagai cikal bakal 

pencetakan sumber daya manusia; 

b. Perhatian khusus pada gizi berdampak langsung pada keuntungan di bidang 

pertanian dengan peningkatan produksi untuk penyediaan kebutuhan pangan 

bagi masyarakat, dan menJaga keseimbangan lingkungan dengan 

mempertahankan makan berbasis pangan lokal; 

c. Perbaikan gizi merupakan langkah awal dalam pengembangan SDM dan 

penurunan kemiskinan; 

d. Gizi yang cukup dapat memperbaiki kondisi pasca konflik; 

e. Program perbaikan gizi merupakan sebuah proses partisipasi yang 

mengedepankan HAM; dan 

f. Gizi yang cukup meningkatkan imunitas dan berperan pada pencegahan 

penyakit tidak menular (Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan 

Anak, 2015). 

Kementerian Pertanian pada tahun 2018 melalui Badan Ketahanan Pangan 

menyatakan, baru sejumlah 177 dari 335 kabupaten yang status ketahanan 
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pangannya meningkat. Pemerataan perbaikan ketahanan pangan sukar dicapai 

selama infrastruktur tak memadai, khususnya di Indonesia timur. Kepala Badan 

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, tak 

hanya infrastruktur transportasi tetapi juga jaringan kelistrikan dan akses air 

bersih terus menjadi kendala. Keterbatasan ini terutama dialami masyarakat 

pedalaman dan pesisir. "Selama tak ada perbaikan (infrastruktur), perkembangan 

produksi pangan tidak akan cepat," kata Agung, di Jakarta, Jumat (16111). Beliau 

menjelaskan lebih lanjut bahwa 177 kabupaten yang status ketahanan pangannya 

membaik terdiri dari 75 kabupaten yang sebelumnya berstatus rentan. Sejumlah 

102 kabupaten lain statusnya juga naik yang sebelumnya dinyatakan tahan (Badan 

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 20 18). 

Pada tahun 2018 Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Indeks Ketahanan 

Pangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian 

Pertanian berada pada peringkat 229 dengan skor 72,26 (Indeks Ketahanan 

Pangan Kementerian Pertanian, 2018), hal ini berarti bahwa Kabupaten Aceh 

Timur masih tergolong mengkuatirkan mengenai ketahanan pangannya. Ada 

beberapa permasalahan mengenai ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Aceh 

Timur (Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur 

Tahun 2017-2022), yaitu: 

a. Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendapat dukungan dana 

pendampingan sebagai perwujudan ketahanan pangan; 

b. Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi 

SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan. 
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c. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata; 

d. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang 

tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa); 

e. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi 

menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga; 

f. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi 

pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal 

sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal; 

g. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor; 

h. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredamya produk 

pangan yang tidak aman dikonsumsi. 

Lembaga yang menangani masalah ketahanan pangan di Kabupaten Aceh 

Timur adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang memiliki peranan 

penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan 

dan penyuluhan di Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2017 Kabupaten Aceh 

Timur berdasarkan statistic ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh Badan 

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian berada pada peringkat 238 dengan skor 

69,07, pada tahun 2018 berada pada peringkat 229 dengan skor 72,26 sedangkan 

pada tahun 2019 berada pada peringkat 215 dengan skor 73,34. Pelaksanaan tugas 

dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh 

Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor ekstemal. 

Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta 

kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar 
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terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika 

pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Aceh Timur. 

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara 

optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu 

segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan 

secara optimal. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis akan 

melakukan penelitian mengenai : Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur? 

b. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten 

Aceh Timur? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini di lakukan dengan tujuan untuk : 

a. Mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur. 
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b. Mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten 

Aceh Timur. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini yaitu 

a. Manfaat Akademis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu landasan untuk 

menggali nilai-nilai yang dapat dijadikan pola dalam memperluas wawasan 

akademis dan intelektual bagi peneliti, terutama yang berhubungan dengan 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan 

Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur. 

b. Manfaat bagi dunia praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi 

Pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Aceh Timur. 
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2.1. Kebijakan Publik 

BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan 

dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah 

serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai 

tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl 

Freidrich (Irfan Islami, 2003) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : " 

... a proposed course of action of a person, group, or government within a given 

environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed 

to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a 

purpose " ( ... serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan 

dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk 

mencapai tujuan). 

James E. Anderson (2003) mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah "a 

purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a 

problem or metter of concern" (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok 

pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya 

menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang 

diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus 

memuat 3 (tiga) elemen, yaitu : 

11 
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1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. 

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapa1 tujuan yang 

diinginkan. 

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata 

dari taktik atau strategi. 

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi 

adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai 

kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan 

oleh Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2003) yang mendifinisikan kebijakan publik 

sebagai "is wj:Jat ever government chose to do or not to do" (apapun yang dipilih 

oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah 

memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannnya ( obyektifnya) dan 

kebijakan negara itu harus meliputi semua "tindakan" pemerintah, jadi bukan 

semata-mata merupakan pemyataan keinginan pemerintah atau pejabat 

pemerintah saja. Disamping itu, "sesuatu yang tidak dilaksanakan" oleh 

pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena " 

sesuatu yang tidak dilakukan " oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh 

( dampak) yang sama besamya dengan seauatu yang dilakukan oleh pemerintah. 

George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir 

sama dengan Thomas R. Dye (2005) mengenai kebijakan publik, yaitu " .. .is what 

government say to do or not to do, it is goals or purpuses of government program 

... " ( ... adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan program-program 
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pemerintah ... ). Namun dikatakan bahwa kebijakan public itu dapat ditetapkan 

secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk 

pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan 

tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (lrfan Islamy, 2003). 

Menurut Syafiie (2006), dalam Arifin Tahir (2014), kebijakan (policy) 

hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan 

merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan 

kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie dalam 

Taher (2014) mendefinisikan kebijakan publik adalah semacamjawaban terhadap 

suatu m~alah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan 

mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan 

pemuka tetjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. 

Kemudian menurut Keban (2004) dalam Tahir (2014) memberikan 

pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa kebijakan publik dapat 

dilihat dari konsep filosifis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan 

sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan 

merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu 

produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, 

dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui 

cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, 

yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu 

kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi 

untuk merumus isu-isu dan metode irnplementasinya. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sofyan - Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan ....



14 

Kemudian Thomas R. Dye (2005) dalam Sahya Anggara (2014) 

mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan 

atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan 

manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar 

kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak 

menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan 

suatu kebijakan. 

Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan publik yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah

tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang

undangan, ~eraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan 

lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya. 

a. Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (2004) berpendapat bahwa 

tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah : 

penetapan agenda kebijakan (agenda setting) 

b. formulasi kebijakan (policy formulation) 

c. ado psi kebijakan (policy adoption) 

d. implementasi kebijakan (policy implementation) 

e. Penilaian Kebijakan (policy assesment) 

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan 

memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya. Proses 

penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan policy making process, 

menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2004) yang pertama merupakan 
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agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk 

melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) 

evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk 

merevisi atau menghentikan. 

Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus 

tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan public adalah produk 

dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan

pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang 

dihadapi public dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, 

cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak 

dilakukan peme~intah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. 

2.2. Teori Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. 

Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan 

dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai 

dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, 

evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. 

Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifik:asi dan kritik terhadap nilai

nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan 

mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan 

menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan 

dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi membari sumbangan pada aplikasi 

metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan 
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rekomendasi. lnformasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat 

memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat 

juga menyumbang pada defmisi altematif kebijakan yang baru atau revisi 

kebijakan dengan menunjukkan bahwa altematif kebijakan yang diunggulkan 

sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008). 

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan 

berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan 

aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa 

orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa aspek 

yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis 

nilai di d~lam setiap tuntutan evaluative. Namun banyak aktivitas yang 

diterangkan sebagai "evaluasi" dalam analisis kebijakan pada dasamya 

bersifat non-evaluatif- yaitu aktivitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada 

produksi tuntutan designative (faktual) ketimbang tuntutan evaluative. Sehingga 

dibutuhkan suatu pendekatan untuk "penelitian evaluasi" atau "evaluasi 

kebijakan" (Bardach, E. 2008). 

2.1.1. Tinjauan Eksplorasi-Materi 

Mengingat kurang jelasnya arti evaluasi, didalam analisis kebijakan, 

menjadi sangat penting untuk membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi 

kebijakan, yang terdiri dari : 

1. Evaluasi Semu 

2. Evaluasi Formal 

3. Evaluasi Keputusan teoritis 
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- Evaluasi Semu 

1. Asumsi : Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya 

2. Contoh: Jumlah lulusan pelatihan, Jumlah unit pelayanan medis yang 

diberikan 

3. Teknik: sajian grafik, tampilan Tabel, angka indeks, Analisis seri waktu. 

- Evaluasi Formal 

1. Asumsi : Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator 

yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat 

atau nilai. 

2. Contoh: Evaluasi program pendidikan 

3. Teknik: Pemetaan sasaran, pemetaan hambatan, klarifikasi nilai, kritik nilai, 
\ 

analisis crosstab 

- Evaluasi keputusan teoritis 

1. Asumsi : Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara 

formal ataupun 'diam-diam' 

2. Cara untuk mengatasi kekurangan evaluasi semu dan formal (Kurang dan 

tidak dimanfaatkannya informasi kinerja, Ambiuitas kinerja tujuan, Tujuan-

tujuan yang saling bertentangan) 

3. Tujuan Utama : menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan 

dengan nilai-nilai dari berbagaipelaku kebijakan 

4. Teknik: Brainstorming, analisis argumentasi, Analisi survai-pemakai. 

- Evaluasi Kebijakan 
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1. Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi 

kebijakan, cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan 

prosedur sehubungan dengan pencapaian tujuan utama. 

2. Policy Makers: cenderung memandang evaluasi dari segi kepentingan 

constituents, karena kekuasaan mereka tergantung pada dukungan rakyat 

yang diwakili mereka. Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei 

terhadap kepuasan rakyat. 

3. Policy Implementers: cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan 

mengelola program. Karena itu ada kecenderungan untuk menguasai dan 

mempengaruhi informasi yang diberikan pada policy decision makers. 

Caranya: 

a. Memilih data dan informasi yang mendukung k:ine:rja 

b. Memobilisasi dukungan terhadap kebijakan 

- Evaluasi Teknis / 

1. Evaluasi oleh pihak ketiga; yaitu oleh evaluator professional, lebih 

menekankan pada cara evaluasi yang secara metodologis dapat 

dipertanggung jawabkan (scientifically valid findings). 

2. Policy Makers atau implementer akan menerima hasil evaluasi oleh 

profesional sebagai evaluator teknis, apabila dipenuhi persyaratan tertentu: 

a. Tujuan yang diinginkan oleh policy makers telah dipahami dengan benar 

oleh evaluator teknis. 

b. Pencapaian tujuan diukur dengan obyektif 
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c.Laporan evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan dengan hasil 

program 

3. Sebaliknya, evaluator teknis hanya bisa melaksanakan tugasnya, apabila: 

a. Tujuan kebijakan jelas 

b. Tujuan dapat diukur 

c. Implementasi diarahkan untuk mencapai tujuan 

d. Tersedia cukup data yang diperlukan 

4. Meskipun evaluasi teknis bersifat obyektif, hasil evaluasi mempunya1 

konsekuensi terhadap policy makers maupun policy implementers. 

Secara spesifik, William Dunn (2000) mengembangkan tiga pendekatan 

evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan 

evaluasi keputusan teoritis. 

a. Evaluasi Semu 

Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang 

menggunakan metode-metode deskriptifuntuk menghasilkan informasi yang valid 

dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan 

tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, 

atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah 

bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti 

sendiri (self evident) atau tidak controversial (Fowler, F.J. 2009). 

Dalam evaluasi semu analis secara khusus menerapkan bermacam-macam 

metode (rancangan ekspeimental-semu, kuesioner, random sampling, teknik 

statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variable 
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masukan dan proses. Namun setiap hasil kebijakan yang ada (misalnya, jumlah 

lulusan pelatihan yang dipekerjakan, unit-unit pelayanan medis yang diberikan, 

keuntungan pendapatan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai 

tujuan yang tepat (Fowler, F.J. 2009). 

b. Evaluasi Formal 

Evaluasi Formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang 

menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan 

dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut 

atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh 

pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal 

adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan 

ukuran untuk manfaat atau nilai kebijakan program (Fowler, F.J. 2009). 

Dalam evaluasi formal analis menggunakan berbagai macam metode yang 

sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik 

untuk menghasilkan informasi yang valid dan data dipercaya mengenai variasi-, 

variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses 

kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi formal 

menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara 

dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasikan, 

mendefinisikan dan menspesifikkan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari 

tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. 

Dalam evaluasi formal tipe-tipe criteria evaluative yang paling sering digunakan 

adalah efektivitas dan efisiensi (Fowler, F.J. 2009). 
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Dalam model ini terdapat tipe-tipe untuk memahami evaluasi kebijakan 

lebih lanjut, yakni: evaluasi sumatif, yang berusaha untuk memantau pencapaian 

tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk 

jangka waktu tertentu; dan kedua, evaluasi formatif, suatu tipe evaluasi kebijakan 

yang berusaha untuk meliputi usaha-usaha secara terus menerus dalam rangka 

memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target-target formal (Fowler, F.J. 2009). 

Selain evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi formal dapat juga meliputi 

kontrol langsung atau tidak langsung terhadap masukan kebijakan dan proses-

proses. 

Tabel 1 Variasi Evaluasi Formal 

Formatif Sumatif 

1 Langsung Evaluasi Evaluasi 
Perkembangan eksparimental 

2 Tidak Langsung Evaluasi proses Evaluasi hasil 
retrospektif retrospektif 

Sumber : Dunn W.N. 2008 

/ 

Dari tabel 2.1 mengenai variasi evaluasi formal di atas, secara lebih 

spesifik, tiap jenis variasi evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Evaluasi Perkembangan 

Dalam varian 1m evaluasi formal berupaya untuk menunjukkan 

kegiatan/aktivitas evaluasi kebijakan secara eksplisit yang diciptakan untuk 

melayani kebutuhan sehari-hari staf program. Evaluasi perkembangan yang 

meliputi beberapaukuran pengontrolan langsung terhadap aksi-aksi kebijakan, 

telah digunakan secara luasuntuk berbagai situasi di sektor-sektor publik dan 

swasta. Evaluasi perkembangan karena bersifat formatif dan meliputi kontrol 
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secara langsung, dapat digunakan untuk mengadaptasi secara langsung 

pengalaman baru yang diperoleh melalui manipulasi secara sistematis 

terhadap variabel masukan dan proses. 

b. Evaluasi proses retrospektif 

Kedua, evaluasi proses retrospektif, yang meliputi pemantauan/evaluasi 

program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. 

Varian ini cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala 

yang terjadi selama implementasi berlangsung, yang berhubungan dengan 

keluaran dan dampak yang diperoleh. Evaluasi ini tidak memperkenankan 

dilakukannya manipulasi langsung terhadap masukan atau proses. 

c. Evaluasi eksperimental 

Varian evaluasi eksperimental adalah evaluasi kebijakan yang lahir dari hasil 

kondisi kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Evaluasi 

eksperimental yang ideal secaara umum merupakan faktor "eksperimental 

ilmiah yang t((l'kontrol", dimana semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

kebijakan, dikontrol, dipertahankan konstan, atau diperlakukan sebagai 

hipotesis tandingan yang masuk akal. 

d. Evaluasi hasil retrospektif 

Varian terakhir, evaluasi hasil retrospektif, meliputi pemantauan dan evaluasi 

hasil tetapi tidak disertai dengan kontrollangsung terhadap masukan-masukan 

dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi. 

Teori evaluasi formal menurut Hasibuan (2011) difokuskan pada unsur

unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi tersebut, yaitu: 
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a. Manusia yaitu berkaitan dengan kinerja para pegawai dalam meningkatkan 

ketahanan pangan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh para pegawai 

dalam memberikan pelayanan publik, ketersediaan pegawai untuk menunjang 

agar seluruh program ketahanan pangan dapat terlaksana, serta bentuk 

komunikasi yang terjadi antar pegawai dan bentuk motivasi yang diberikan 

oleh pemimpin kepada para pegawai. 

b. Sasaran yaitu berkaitan dengan ketercapian tujuan, kesesuaian antara visi dan 

misi organisasi dengan bentuk-bentuk program dan kebijakan yang 

dicanangkan organisasi. 

c. Tempat kedudukan yaitu berkaitan dengan apakah Badan Ketahanan Pangan 

dan Pelaksana Penyuluhan telah menjalankan tugas dan fungsi organisasi. 

d. Pekerjaan yaitu berkaitan dengan pembagian tugas dan fungsi yang akan 

dijalankan oleh masing-masing pegawai dalam menjaga ketahanan pangan 

serta bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai organisasi. 

e. Teknologi yaitu berkaitan dengan penyedian sarana dan prasarana penunjang 

kinerja organisasi. 

f. Struktur yaitu berkaitan dengan garis koordinasi pembagian kerja, laporan 

pertanggungjawaban kinerja pegawai dan pendelegasian kekuasaan dari 

pemimpin kepada para pegawai organisasi. 

g. Lingkungan yaitu berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap penerimaan 

pelayanan serta program dan kebijakan dan apakah ada pihak-pihak yang 

membantu organisasi. 
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c. Evaluasi Keputusan Teoritis 

Evaluasi Keputusan Teoritis (Decision-Theoretic Evaluation) adalah 

pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan 

informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil 

kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. 

Perbedaan pokok antara evaluasi teori keputusan di satu sisi, evaluasi semu dan 

evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasj keputusan teoritis berusaha 

untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku 

kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan 

target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu 

sumber nilai, karena semua pihak yang membuat andil dalam memformulasikan 

dan mengimplementasikan kebijakan (sebagai contoh, staf tingkat menengah dan 

bawah, pegawai pada badan-badan lainnya, kelompok klien) dilibatkan dalam 

merumuskan tujuan dan target dimana kine:tja nantinya akan diukur. 

Evaluasi keputusan teoritis merupakan cara untuk mengatasi beberapa 

kekurangan dari eValuasi semu dan evaluasi formal. 

1. Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja. Sebagian 

besar informasi yang dihasilkan melalui evaluasi kurang digunakan atau tidak 

pemah digunakan untuk memperbaiki pembuatan kebijakan. Untuk sebagian, 

hal ini karena evaluasi tidak cukup responsive terhadap tujuan dan target dari 

pihak-pihak yang mempunyai andil dalam perumusan dan implementasi 

kebijakan dan program. 
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2. Ambiguitas kinerja tujuan. Banyak tujuan dan program public yang kabur. Ini 

berarti bahwa tujuan umum yang sama misalnya untuknya meningkatkan 

kesehatan dan mendorong konservasi energy yang lebih baik dapat 

menghasilkan tujuan spesiflk yang saling bertentangan satu terhadap lainnya. 

Ini dapat terjadi jika diingat bahwa tujuan yang sama (misalnya, perbaikan 

kesehatan) dapat dioperasionalkan kedalam paling sedikit enam macam 

criteria evaluasi: efektivitas, eflsiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas 

dan kelayakan. Salah satu tujuan dan evaluasi keputusan teoritis adalah untuk 

mengurangi kekaburan tujuan dan menciptakan konflik antar tujuan spesiflk 

atau target. 

3. Tujuan-tujuan yang sating bertentangan. Tujuan dan target kebijakan dan 

program-program public tidak dapat secara memuaskan diciptkan dengan 

memusatkkan pada nilai-nilai salah satu atau beberapa pihak (misalnya 

kongres, kelompok klien yang dominan atau kepala administrator). Dalam 

kenyataan, berbagai pelaku kebijakan dengan tujuan dan target yang saling 

berlawanan lGampak dalam hampir semua kondisi/situasi yang memerlukan 

evaluasi. Evaluasi keputusan-teoritis berusaha untuk mengidentiflkasi berbagi 

pelaku kebijakan ini dan menampakkan tujuan-tujuan mereka. 

Salah satu tujuan utama dari evaluasi teoritis keputusan adalah untuk 

menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari 

berbagai pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi teoritis keputusan adalah bahwa 

tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal 

maupun secara tersembunyi merupakan aturan yang layak terhadap manfaat atau 
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nilai kebijakan dan program. Dan bentuk utama dari evaluasi teoritis kebijakan 

adalah penaksiran evaluabilitas dan analisis utilitas multiatribut, keduanya 

berusaha menghubungkan informasi mengenai hasil kebijakan dengan nilai dari 

berbagi pelaku kebijakan. 

Penaksiran evaluabilitas (evaluability assesment) merupakan serangkaian 

prosedur yang dibuat untuk menganalisis system pembuatan keputusan yang 

diharapkan dapat diperoleh dari informasi kinerja dapat memperjelas tujuan 

sasaran, dan asumsi-asumsi dengan mana kerja akan diukur. Pertanyaan 

mendasar dalam penaksiran evaluabilitas adalah apakah suatu kebijakan atau 

program dapat sama sekali dievaluasi. Suatu kebijakan atau program agar dapat 

dievaluasi, paling tidak tiga kondisi harus ada: satu kebijakan atau program yang 

diartkulasikan secara jelas; dan serangkaian asumsi yang eksplisit yang 

menghubungkan aksi atau konsekuensi. Dalam melakukan penkasiran 

evaluabilitas, analisis mengikuti serangkaian langkah yang memperjelas suatu 

kebijakan atau program dari sudut pandang pemakai kebijakan atau program dari 

sudut pandangpemakai informasi kinerja yang dituju dan evaluator itu sendiri. 

1. Spesifikasi program-kebijakan. Apakah kegiatan-kegiatan federal Negara 

bagian atau local dan apakah tujuan dan sasaran yang melandais program? 

2. Koleksi informasi program kebijakan. Informasi apa yang harus dikumpulkan 

untuk mengidentifi.kasikan tujuan-tujuan program kebijakan,kegiatan-kegiatan, 

dan asumsi-asumsi yang mendasarinya? 

3. Modeling program-kebijakan. Model apa yang paling baik menerangkan 

program dan tujuan suatu kegiatan yang berhubungan, dari sudut pandang 
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pemak:ai informasi kinerja yang dituju? Asumsi - asumsi kausal apa yang 

menghubungkan aksi dengan hasil? 

4. Penkasiran evaluabilitas program-kebijakan. Apak:ah model program 

kebijak:an secara mencukupi tidak: ambigu untuk membuat evaluasi 

bermanfaat? Tipe studi evaluasi apak:ah yang paling berguna? 

5. Umpan balik penkasiran evaluabilitas untuk pemakai. Setelah menanyakan 

kesimpulan mengenai evaluabilitas progam-kebijakan bagi pemak:ai yang 

diinginkan, apakah yang mungkin menjadi langkah berikutnya yang harus (atau 

tidak: harus) diambil untuk mengevaluasi kinerja kebijkan? 

Bentuk evaluasi teoritis keputusan yang kedua adalah ana/isis utilitas 

multiatribut. Analisis utilitas multiatribut adalah seragkaian prosedur yang dibuat 

untuk memperoleh penilaian subyektif dari berbagai pelak:u kebijak:an 

mengenai probabilitas kemunculan dan nilai dari hasil kebijak:an. Kelebihan dari 

analisis utilitas multiatribut adalah bahwa analisis tersebut secara eksplisit 

menampakkan penentuan nilai dari berbagai pelak:u kebijak:an; analisis tersebut 

juga mengak:ui 'danya beragam tujuan yang saling berlawanan dalam evaluasi 

program kebijak:an; dan analisis tersebut menghasilkan informasi kinerja yang 

lebih berguna dari sudut pandang pemak:ai yan dituju. Tahap-tahap dalam 

pelak:sanaan analisis utilitas multiatribut adalah sebagai berikut: 

1. ldentifikasi pelaku. Mengidentifikasi pihak:-pihak: yang mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh suatu kebijak:an atau program. Masing-masing pelak:u 

kebijak:an ini ak:an mempunyai tujuan dan sasaran sendiri-sendiri yang ingin 

mereka capai secara maksimal. 
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2. Spesifikasi isu keputusan yang relevan. Menentukan secara operasional 

berbagai kecenderungan aksi atau non-aksi yang tidak dispekati oleh para 

pelaku kebijakan. Dalam kasus yang paling sederhana terdapat dua 

kecenderungan tindakan: status quo dan beberapa inisiatif baru. 

3. Spesisifikasi hasil kebijakan. Menentukan cakupan konsekuensi yang dapat 

timbul sebagai akibat dari adanya aksi. Hasil-hasil dapat disusun secara birarkis 

dimana satu aksi mempunyai beberapa konsekuensi, dan masing-masing 

mempunyai konsekuensi yang lebih jauh lagi. Suatu hirarki hasil dapat 

disamakan dengan pohon tujuan (decision tree), kecuali hasil itu bukan tujuan 

sampai hasil tersebut dinilai secara eksplisit. 

4. ldentifikasi atribut hasil. Disini tugasnya adalah untuk mengidentifikasi semua 

atribut yang relevan yang membuat hasil berharga dan bernilai. Sebagai 

contoh, masing-masing hasil dapat mempunyai tipe keuntungan dan biaya yang 

berbeda terhadap kelompok sasaran dan konsumen yang berbeda. 

5. Penyusunan jenjang nilai atribut. Menyusun nilai atribut menurut 

kepentingannya. Sebagai contoh, jika peningkatan penghasilan keluarga 

merupakan hasil dari program kemiskinan, hasil ini dapat mempunyai beberapa 

atribut nilai: perasaan makmur; mengkonsumsi gizi/nutrisi lebi banyak; punya 

sisa pendapatan yang lebih besar untuk perawatan kesehatan. Atribut-atribut 

tersebut harus diururtkan menurtu kepentingan relative antara skala satu 

tehadap lainnya. 

6. Penyusunan skala atribut. Menyusun skala atribut yang telah diurutkan 

menurut kepentingannya. Untuk melakukan hal itu, atribut yang paling tidak 
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penting diberi nilai 10. Alihkan ke atribut yang penting, lalu jawab pertanyaan 

ini; berapa kali atribut yang paling penting ini lebih penting dibanding atibut 

paling tidak penting berikutnya? Lanjutkan prosedur penyusunan skala ini 

sampai atribut yang paling penting ini sudah dibandingkan dengan semua 

lainnya. Catat bahwa atribut yang paling penting dapat mempunyai nilai skala 

10, 20, 30 kali atau lebih dari atribut yang paling penting. 

7. Standarisasi skala. Atribut yang telah disusun skalanya akan mempunyai nilai 

maksimum yang bebeda antar pelaku kebijakan. Sebagai contoh, seoang pelaku 

kebijakan dapat member atribut A nilai 60; B nilai 30; dan atribut C nilai 10. 

Tetapi pelaku kebijakan lainnya terhadap atribut-atribut yang sama dapat 

member nilai 120, 60, dan 10. Untuk menstandarisasikan skala ini, jumlahlah 

semua nilai asli untuk setiap skala, bagian masing-masing nilai asli dengan 

jumlahnya, dan kalikan dengan 100. Ini akan menghasilkan skala yang terpisah 

yang nilai-nilai komponennya beijumlah sampel 100. 

" 8. Pengukuran hasil. Ukurlah derajat di mana setiap hasil kebijakan merupakan 

hasil dari pencapaian setiap atribut. Probabilitas maksimum harus diberi nilai 

1 00; probabilitas minimum harus diberi nilai 0 (yaitu tidak ada kesempatan 

dimana hasil/akan berakhir dengan pencapaian atribut). 

9. Kalkulasi utiltas. Hitunglah utilitas (nilai) dari setiap hasil dengan 

menggunakan rumus: 

Dimana: 

Uii : Kegunaan (nilai agregat dari hasil ke i). 
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Wi : Nilai skala yang distandardk:an dari atribut j. 

Uii : Probabilitas teljadinya hasil ke I pada atribut ke j . 

10. Evaluasi presentasi. Tentukan hasil kebijakan dengan total kinerja terbesar, 

dan sajikan informasi ini kepada pembuat keputusan yang relevan. 

Kelebihan dari analisis utilitas multiatribut adalah bahwa analisis ini 

memungkinkan analisis berurusan secara sistematis dengan tujuan yang saling 

bertentangan antar pelaku kebijakan yang banyak. Tetapi ini dimungkinkan hanya 

jika langkah-langkah seperti yang baru dijelaskan diatas melibatkan pelaku-pelaku 

kebijakan yang relevan. Oleh karena itu, persyaratan pokok dai analisis utilitas 

multiatrbut adalah bahwa pelaku kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi 

oleh kebijakan atau program adalah partisipan aktif dalam evaluasi kinerja 

kebijakan. Perbedaan antara ketiganya dapat dilihat dari tujuan, asumsi, dan 

bentuk-bentuk utama pendekatan evaluasi pada tabel2.2. dibawah ini. 

Tabel2 Perbandlngan Pendekatan dalam Evaluasl .. •• cr. r. 'il'®!Iil ~ :· I :· I r. 

/ Menggunakan 11 to de Ukuran manfaat atau Eksperimentasi socia l, 
deskriptif untuk nilai terbukti dengan Akuntasi system social, 

Evaluasi Semu rnenghasilkan informasi sendirinya atau tidak Pemeriksaan social, Sinte-sis 

yang valid te-ntang hasil kontroversial riset dan praktik 
kebijakan. 

MenggLrnakan metode Tujuan dan sasaran dari Evaluasi perkembangan, 

deskripif untllk pengambil kebijakan Evaluasi ekspetimental, 

menghasilkan informasi dan administra or yang Evaluasi proses retrospektif, 

Evaluasi Formal 
yang terpercaya dan valid secara resrni Evaluasi hasil retrospektif 

mengenai hasil kebijakan diumwnkan mer\rpakan 

sec ara formal diurnwnkan ukuran yang tepat dati 

sebagai tujuan proararn manfaat atau nilai. 
kebijakan. 

~1enggunakan met ode Tujuan dan S.'lsaran dari Penilaian tentanq dapat 

deskripitif untuk berbagai pelaku yang tidaknya dievaluasi. Analisis 

menghasilkan informasi diurnurnkan secara Lrtilitas rmrltiatribut. 

Evaluasi yang terpercaya dan valid formal ataupun diam-
Keputusan Teoritis rnengenai hasil kebijakan diam rnen.rpakan ukuran 

yang secara eksplisit yano tepat dari rnanfaat 

diinginkan oleh berbagai atau nilai 

pelaku kebijakan 

Sumber: Dunn W.N. 2008. 
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2.1.2. Analisis Evaluasi Kebijakan 

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam 

dua tugas yang berbeda: 

• Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh 

suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. 

• Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan 

1 berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam dua tipe: 

• Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut 

prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan. 

• Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau 

program-program tertentu. 

Melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan 

untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan

tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak 

dalam menjawab kebutuhan masyarakat. 

Edward A. Schuman (2010) mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi 

kebijakan, yaitu: 

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 

2. Analisis terhadap masalah 

3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan 

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. 
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5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. 

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. 

-+ Sifat Evaluasi yaitu : 

1. F okus Nilai 

2. Interdependensi Fakta-Nilai, Pemantauan: prasyarat 

3. 1 Orientasi Masa Kini dan Masa lampau -Ex Post, beda dengan tuntutan 

advokatif. 

4. Dualitas Nilai (tujuan-cara) 

-+ Fungsi Evaluasi Yaitu: 

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan: 

1. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid 

dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh 

kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. 

Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu 

(misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu. 

2. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap 

nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas 

dengan mendefmisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga 

dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target 

dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan 

kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat menguji altematif.sumber nilai 
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maupun landasan mereka dalarn berbagai bentuk rasionalitas (teknis, 

ekonomis, legal, sosial~ substantif). 

3. Ketiga, evaluasi memberi surnbangan pada aplikasi metode-metode analisis 

kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. lnformasi 

tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi surnbangan pada 

perurnusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan 

bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula 

menyurnbang pada definisi altematif kebijakan yang baru atau revisi 

kebijakan dengan menunjukkan bahwa altematif kebijakan yang diunggulkan 

sebelurnnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain. 

2.1.3. Hakikat Evaluasi 

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. kebijakan harus 

diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai "evaluasi 

kebijakan". Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan 
/ 

kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh 

mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara 

"harapan" dengan "kenyataan". Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk 

menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara 

pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah 

bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi 

kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan. 

" Tiga lingkup makna evaluasi kebijakan public" : 

1. evaluasi perurnusan kebijakan. 
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2. evaluasi implementasi kebijakan. 

3. evaluasi lingkungan kebijakan. 

4. fungsi evaluasi kebijakan public 

a. Fungsi evaluasi kebijakan publik 

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program 

dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar 

berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator 

dapat mengindentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung 

keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai 

dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai 

ke tangan)celompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau 

penyimpangan. 

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari 

kebijakan tersebut. 

b. Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik 

Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah 

formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan: 

1. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak 

diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi 

kebijakan publik berlainan. 
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2. Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah 

harils benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya. 

3. Mengik:uti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka 

keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah 

perumusan. 

4. Mendayagunakan sumber daya ada secara optimal, baik dalam bentuk 

sumber daya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis. 

" Model evaluasi formulasi kebijakan public " : 

• model kelembagaan 

• model proses 

• model kelompok 

• model elit 

• model rasional 

• model inkremental 

• model teori permainan 

• model pilihan publik 

• model sistem 

• model demokratis 

• model perumusan strategis 

c. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik 

Mengikuti Prof. Sofyan Effendi (2015), tujuan dari evaluasi implementasi 

kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator 

kineija yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu : 
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1. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan 

dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel 

independen tertentu. 

2. Faktor-faktor apa saja menyebabkan variasi itu? jawabannya berkenaan faktor 

kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan 

implementasi kebijakan yang mempengaruhi vanas1 outcome dari 

implementasi kebijakan. 

3. Output/ keluarannya sepertia apa? Jawabannya sangat tergantung 

2.1.4. Evaluasi Program 

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing 

menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan 

program. Secara umum, istilah evaluasi sapat disamakan dengan penaksiran 

(appraisal), pemberian angka (ratting) dan penilaian (assessment) kata-kata yang 

menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. 
/ 

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi 

mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada 

kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut member sumbangan pada 

tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah 

mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah 

kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2009). 

Menurut Bryant dan White dalam Kuncoro (2007), evaluasi adalah upaya 

untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata evaluasi berarti 
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penilaian hasil. Anderson (dalam Arikunto, 2004) memandang evaluasi sebagai 

sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang 

direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam 

(dalam Arikunto, 2004), mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses 

penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi 

pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan. 

Patton dan Sawicki (20 11) mengklasifikasikan metoda pendekatan yang 

dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi 6 ( enam) yaitu : 

a. Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian 

dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu 

kebijakan atau program diimplementasikan. 

b. With and without comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian 

dengan menggunakan pembandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan 

yang mendapat kebijakan atau program, yang telah di modifikasi dengan 

memasukan/j)erbandingan kriteria-kriteria yang relevan di tempat kejadian 

peristiwa (TKP) dengan program terhadap suatu TKP tanpa program. 

c. Actual versus planed performance comparisons, metode ini mengkaji suatu 

objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan 

ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (planned). 

d. Experimental (controlled) models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian 

dengan melakukan percobaan yang terkontrol/dikendalikan untuk mengetahui 

kondisi yang diteliti. 
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e. Quasi experimental models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan 

melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap 

kondisi yang diteliti. 

f. Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya 

didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana. 

Fungsi utama evaluasi, pertama memberi informasi yang valid dan dapat 

dipercaya mengenai kinerja kebijakan, ·yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan 

kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan public. Kedua, evaluasi memberi 

sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 

pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan 

mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara 

sistematis kepantasan tujuan dan taget dalam hubungan dengan masalah yang 

dituju yang dapat menganalisis alternative sumber nilai (misalnya kepentingan 

kelompok) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas 

(misalnya tekhis, ekonomis, legal, social, substantif). Nugroho (2014) mengatakan 

bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya 

mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan 

yang telah dicapai melalui tindakan public. 

Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar (2014) Evalusi program adalah 

proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau 

kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara 
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hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu 

yang telah di bakukan. 

Dari berbagai defmisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang 

bekerjanya sesuatu program pemerintah yang selanjutnya informasi tersebut 

digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam 

mengambil sebuah keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan 

fakta pelaksanaan kebijakan public dilapangan yang hasilnya bisa positif ataupun 

negative. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara professional akan menghasilkan 

temuan yang obyektif yaitu temuan apa adanya; baik data, analisis dan 

kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada akhimya akan memberikan manfaat 

kepada perumus kebikan, pembuat kebijakan dan masyarakat. 

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti 

khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan 

bahwa progranv adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila 

"program" dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program 

didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau 

implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan 

dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. 

Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat tiga 

unsur penting yaitu : 

a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. 
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b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak 

berkesinambungan. 

c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. 

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan 

dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena 

melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat 

berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pelaksanaan program selalu terjadi 

dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. 

Setelah kita menentukan obyek evaluasi selanjutnya harus menentukan 

aspekaspek dari obyek yang akan di evaluasi. Menurut Stake, 1967, Stuffebeam, 

1959, Aikin 1969 (dalam Suharsimi, 2017) telah mengemukakan bahwa evaluasi 

berfokus pada empat aspek yaitu : 

a. Konteks 

b. Input 

c. Proses implemen~si 

d. Produk 

Menurut Beni Setiawan (2009) Direktorat Pemantauan dan Evaluasi 

Bapenas, tujuan evaluasi program adalah agar dapt diketahui dengan pasti apakah 

pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan 

program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa 

yang akan datang. Menurut Beni Setiawan, (2009) dimensi utama evaluasi 

diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari program. Pada prinsipnya yang 

perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu : 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sofyan - Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan ....



41 

a. lndikator masukan (input) 

b. Proses (process) 

c. Keluaran ( ouput) 

d. Indikator dampak ( outcame) 

Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering 

digunakan untuk menunjukan tahapan siklus pengelolahan program yang 

mencakup: 

a. Evaluasi pada tahap perencanaan (EX-ANTE). Pada tahap perencanaan, 

evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari 

berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (ON-GOING). Pada tahap pelaksanaan, 

evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program 

dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 
/ 

c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (EX-POST) pada tahap pasca 

pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian 

(keluaranlhasiVdampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan 

yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk 

menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil 

dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan 

keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu 

program. 
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Hubungan ketiga tahapan tersebut sangat erat, selanjutnya terdapat 

perbedaan metodelogi antara evaluasi program yang berfokus kerangka anggaran 

dengan yang berfokus pada kerangka regulasi. Evaluasi program yang berfokus 

pada anggaran dilakukan dengan dua cara yaitu : penilaian indicator kinerja 

program berdasarkan keluaran dan basil dan studi evaluasi program berdasarkan 

dampak yang timbul. Cara pertama dilakukan melalui perbandingan indicator 

kinerja sasaran yang direncanakan dengan realisasi, informasi yang relevan dan 

cukup barns tersedia dengan nudah sebelum suatu indicator kinerja program 

dianggap layak. Cara yang kedua dilaksanakan melalui pengumpulan data dan 

informasi yang bersifat mendalam terbadap basil, manfaat dan dampak dari 

program yang telab selesai dilaksanakan. Hal yang paling penting adalab 

mengenai informasi yang dihasilkan dan bagaimana memperoleb informasi, 

dianalisis dan dilaporkan. Informasi barus bersifat independen, obyektif, relevan 

dan dapat diandalkan. 

2.3. Ketahanan P..angan 

Dari perspektif sejarah, istilah ketabanan pangan (food security) mulai 

mengemuka saat terjadi krisis pangan dan kelaparan yang menimpa dunia pada 

1971. Sebagai kebijakan pangan dunia, istilab ketahanan pertama kali digunakan 

oleb PBB untuk membebaskan dunia, terutama negara-negara sedang berkembang 

dari krisis produksi dan suplai makanan pokok. F okus ketahanan pangan pada 

masa itu, sesuai dengan definisi PBB adalah menitik beratkan pada pemenuhan 

kebutuban pokok dan membebaskan dunia dari krisis pangan. Definisi tersebut 

kemudian disempumakan pada International Conference of Nutrition pada 1992 
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yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB, yakni tersedianya pangan 

yang memenuhi kebutuhan setiap orang, baik dalam jumlah maupun mutu pada 

setiap individu untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Maknanya adalah tiap 

orang setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang 

cukup agar hidup sehat dan produktif(Hakim 2014). 

World Food Summit pada tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan 

teijadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan 

ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, 

yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup aktif 

dan sehat (Safa'at, S 2013). 

Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua 

unsur pokok , yaitu ketersediaan pangan dan aksesesabilitas masyarakat terhadap 

pangan tersebut. Ketersediaan dan kecukupan pangan mencakup kuantitas dan 

kualitas bahan pangan agar setiap individu dapat terpenuhi standar kebutuhan 

kalori dan energi untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. 

Penyediaan pankan dapat ditempuh melalui produksi sendiri dan impor dari 

negara lain. Komponen kedua yaitu aksesbilitas setiap individu terhadap bahan 

pangan dapat dijaga dan ditingkatkan melalui pemberdayaan sistem pasar serta 

mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang dapat disempurnakan 

melalui kebijakan niaga, atau distribusi bahan pangan dari sentra produksi sampai 

ke tangan konsumen (Arifin, 2014). 
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Di Indonesia konsep ketahanan pangan dituangkan dalam Undang-undang 

No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam definisi tersebut ditegaskan lima bagian 

dalam konsep tentang ketahanan pangan tersebut, yaitu: 

a. Terpenuhinya pangan yang cukup dari segi jumlah (aspek ketersediaan/ 

availabelity), yaitu bahwasanya pangan ada dan jumlahnya mencukupi bagi 

masyarakat, baik yang bersifat nabati maupun hewani. 

b. Terpenuhinya mutu pangan (aspek kesehatan/ healthy), yaitu bahwasanaya 

pangan yang ada atau diadakan memenuhi standar mutu yang baik dan layak 

untuk dikonsumsi manusia. Kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan gizi 

mencukupi kebutuhan akan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. 

c. Aman (aspek kesehatanlhealthy), yaitu bahwasanya pangan yang dikonsumsi 

memenuhi standar kesehatan bagi tubuh dan tidak mengandung bahan-bahan 

yang dapat membahayakan kesehatan manusia. 

d. Merata (aspek distribusildistribution), yaitu bahwasanya pangan terjamin untuk 

distribusi secara .merata ke setiap daerah sehingga pangan mudah diperoleh 

masyarakat. 

e. Terjangkau (aspek akses), yaitu bahwasanya pangan memungkinkan untuk 

diperoleh masyarakat dengan mudah dan harga wajar. 

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) 

mengemukakan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, 

aksesibilitas pangan, dan pemanfaaatan pangan (utilitas). Ketersediaan pangan 

menyangkut kemampuan individu memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk 

kebutuhan dasarnya. Sementara itu, aksesbilitas pangan berkaitan dengan cara 
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seseorang mendapatkan bahan pangan. Sedangkan utilitas pangan adalah 

kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan berkualitas (Hakim 2014). 

Ketahanan pangan didefmisikan sebagai: "Ketahanan pangan terjadi 

apabila semua orang secara terns menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi 

mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang 

memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan untuk hidup aktif dan sehat". 

Pemerintah Indonesia melalui Dewan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan 

World Food Programme (WFP) membuat Food Insecurity Atlas (FIA) tingkat 

kabupaten. Pertama diluncurkan Food Insecurity Atlas pada tahun 2005, lalu 

diperbaharui lagi dengan membuat Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 

8 tahun 2009 yang dibuat berdasarkan pendekatan: ketersediaan pangan, akses 

pangan dan pemanfaatan pangan (Dewan Ketahanan Pangan, 2009). 

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan secara fisik di daerah, 

yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, impor/perdagangan maupun 

bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan dari produksi domestik, 

masuknya pangan melalui mekanisme pasar, stok pangan yang dimiliki pedagang 

dan pemerintah, serta bantuan pangan baik dari pemerintah maupun dari badan 

bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, 

provinsi, kabupaten atau tingkat masyarakat (Dewan Ketahanan Pangan, 2009). 

Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup 

pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, 

pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi diantara kelimanya. 

Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak 
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semua rumah tangga memilik:i akses yang memadai baik secara kuantitas maupun 

keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas (Dewan Ketahanan 

Pangan, 2009). 

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah 

tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi 

(konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi 

cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air 

dan bahan bakar selama proses pengolahannya serta kondisi higiene, budaya atau 

kebiasaan pemberian makan terutama untuk individu yang memerlukan jenis 

makanan khusus, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan 

masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui dll), dan prioritas 

kesehatan masing-masing anggota rumah tangga (Dewan Ketahanan Pangan, 

2009). 

Kerawanan pangan dapat bersifat kronis atau sementaraltransien. 

Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang atau yang 

terus menerus 'untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum. Keadaan ini 

biasanya terkait dengan faktor strukural, yang tidak dapat berubah dengan cepat, 

seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintah daerah, kepemilikan lahan, 

hubungan antar etnis, tingkat pendidikan, dll. Kerawanan Pangan Sementara 

(Transitory food insecurity) adalah ketidakmampuan jangka pendek atau 

sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum. Keadaan ini biasanya 

terkait dengan faktor dinamis yang berubah dengan cepat seperti penyakit infeksi, 

bencana alam, pengungsian, berubahnya fungsi pasar, tingkat besarnya hutang, 
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perpindahan penduduk (migrasi) dll. Kerawanan pangan sementara yang teijadi 

secara terns menerus dapat menyebabkan menurunnya kualitas penghidupan 

rumah tangga, menurunnya daya tahan, dan bahkan bisa berubah menjadi 

kerawanan pangan kronis (Dewan Ketahanan Pangan, 2009). 

Akses pangan merupakan subsistem kedua dalam ketahanan pangan. 

Subsistem ini merupakan subsistem antara yang menghubungkan subsistem 

ketersediaan dan subsistem penyerapan pangan. Tanpa adanya akses pangan tidak 

akan tercapai ketahanan pangan. 

Pangan mungkin tersedia secara fisik di suatu daerah, akan tetapi tidak 

dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: 

a. Akses fisik: infrastruktur pasar, akses untuk mencapai pasar dan fungsi pasar; 

Akses Fisik Kegiatan ekonomi yang tinggi perlu dukungan faktor atau input, 

salah satu input produksi yang memberikan peluang bagi peningkatan 

produktifitas yang sangat potensial adalah tenaga listrik, sarana dan prasarana 

perhubungan serta infrastruktur pedesaan. T ersedianya fasilitas listrik di suatu 

wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk meningkatkan volume 

pekeijaan yang telah dijalankan atau menambah peluang kerja baru yang lebih 

baik. lndikator ini merupakan indikasi tingkat kesejahteraan masyarakat di 

wilayah tersebut (Badan Bimas Ketahanan Pangan 2015). Tersedianya 

infrastruktur yang handal dan berkualitas memberikan kontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi melalui dampak positif terhadap produktivitas, 

membuka lapangan keija dan meningkatkan pendapatan baik disektor 

pertanian maupun non pertanian. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dapat 
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menjangkau petani yang lebih terpencil serta memberikan bantuan teknis dan 

informasi untuk meningkatkan produksi (Dewan Ketahanan Pangan, 2009) 

b. Akses Ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli makanan yang cukup 

dan bergizi; 

Akses ekonomi terhadap makanan bergizi adalah penentu utama kerawanan 

pangan dan gizi di Indonesia. Walaupun pangan mungkin tersedia di pasar 

terdekat, akan tetapi akses rumah tangga ke pangan tergantung pada 

pendapatan rumah tangga dan stabilitas harga pangan. Pangan yang bergizi 

cenderung lebih mahal harganya di pasar. Disisi lain, daya beli rumah tangga 

miskin terbatas, sehingga sering kali "hanya sekadar mengisi perut" dengan 

jalan membeli pangan pokok yang relatif murah tetapi kurang gizi mikro, 

protein dan lemak. Strategi ini tentu saja memberikan dampak negatif bagi 

anggota keluarga yang rentan seperti balita, anak-anak yang masih dalam masa 

pertumbuhan, dan ibu hamil dan menyusui (Dewan Ketahanan Pangan 2009). 

1. Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan lndikator ini menunjukkan 

ketidakmampuan dalam mengakses pangan ( sebagai kebutuhan dasar 

manusia) secara baik karena rendahnya daya beli. Kemiskinan sebenarnya 

secara teoritis merupakan indikator kunci yang berperan besar dalam 

menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Dengan tingginya 

kemiskinan maka akses terhadap pekerjaan dan pengelolaan sumberdaya 

menjadi rendah dan itu akan menyebabkan rendahnya income masyarakat. 

Rendahnya income menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. 

Dan rendahnya daya beli menyebabkan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu 
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kebutuhan akan pangan yang memenuhi pola pangan harapan sebagai syarat 

asupan gizi yang cukup juga berpeluang besar tidak dapat dipenuhi (Badan 

Bimas Ketahanan Pangan, 20 15). 

2. Tingkat Pengangguran Total angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun 

atau lebih yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan 

pengangguran (sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan 

usaha). Konsep pengangguran terbuka saat ini mencakup penduduk: yang 

aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan 

usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena 

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta penduduk yang tidak 

aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi 

belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah 

perbandingan total pengangguran terbuk:a dibagi dengan jumlah angkatan 

kerja (Dewan Ketahanan Pangan, 2009). Indikator ini digunakan dengan 

harapan tidak hanya akan muncul instrumen kebijakan yang meningkatkan 

kinerfa ekonomi dari jenis peke:rjaan yang telah ada tetapi juga dipikirkan 

pembukaan dan atau pengembangan usaha baru yang menyerap tenaga kerja 

lokal (Badan Bimas Ketahanan Pangan 2015). 

3. Rumah tidak La yak Indikator ini adalah berkenaan dengan kepemilikan aset 

keluarga. Dan juga sinergis dengan indikator atas aspek kemiskinan (Badan 

Bimas Ketahanan Pangan 20 15). 

c. Akses Sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan 

mekanisme dukungan informal seperti barter, meminjam atau adanya program 
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dukungan (Badan Ketahanan Jawa Timur dan World Food Programme WFP 

2015). 

Pada kondisi normal akses sosial terkait preferensi individu/rumah tangga 

terhadap pangan. Preferensi itu sendiri tidak lepas dari pengaruh pengetahuan dan 

tingkat pendapatan dari individu rumah tangga. Sedangkan pada kondisi 

abnormal, akses sosial terkait oleh konflik sosial, perang, bencana dan sebagainya. 

Masyarakat yang tingkat pendidikan rendah maka cenderung akan membentuk 

komunitas yang relatif sulit terbuka untuk hal-hal yang lebih baik (inovasi) 

sehingga hal ini akan bedampak pada semakin terbatasnya pilihan pekeJjaan yang 

dapat dipilih lmplikasi dari hal di atas adalah semakin lemahnya akses ekonomi 

masyarakat tersebut (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2015). 

2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan 
Pangan dan Gizi 

Di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan: 

1. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan 

dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 

tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan teJjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk 

mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan. 

2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, petemakan, perairan, dan arr, 
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baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan 

atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, 

bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan!atau pembuatan makanan atau minuman. 

3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, 

baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau 

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, 

untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

4. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain 

yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 

5. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil 

akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya. 

6. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi 

dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua 

sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi dikarenakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah untuk beberapa hal penting, diantaranya Cadangan Pangan 

Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Penganekaragaman Pangan 

dan perbaikan Gizi masyarakat, kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan 
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Krisis Pangan, Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan, dan bantuan Pangan, 

pengawasan, Sistem Informasi Pangan dan Gizi, dan peran serta masyarakat. 

Cadangan Pangan N asional merupakan salah satu komponen penting 

dalam penyediaan Pangan. Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan 

Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan 

Pemerintah Kabupaten!Kota, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan cadangan 

Pangan masyarakat. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan 

Pemerintah sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan 

Pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. Penyaluran Cadangan Pangan 

Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga 

Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat. 

Jenis Pangan Pokok Tertentu ditetapkan oleh Presiden sebagai Cadangan 

Pangan Pemerintah, sementara itu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa 

Pangan Pokok Tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan 

potensi sumber daya setempat. Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan dapat 

ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran 

Cadangan Pangan. Untuk di daerah, satuan perangkat kerja daerah dapat bekerja 

sama dengan Badan Usaha Milik Negara danlatau badan usaha milik daerah di 

bidang Pangan. 

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan 

Pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk: 

a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; 

b. mengembangkan usaha Pangan; danlatau 
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c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Penganekaragaman Pangan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat. 

Penganekaragaman Pang an dilakukan melalui penetapan kaidah 

Penganekaragaman Pangan, pengoptimalan Pangan Lokal, pengembangan 

teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal, pengenalan 

jenis Pangan baru termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan 

pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan, peningkatan ketersediaan 

dan akses benih dan bibit, tanaman, temak, dan ikan, pengoptimalan pemanfaatan 

lahan termasuk pekarangan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di 

bidang Pangan, dan pengembangan industri Pangan berbasis Pangan Lokal. 

Dalam mewujudkan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang 

dan aman, Pemerintah mengupayakan terwujudnya perbaikan Status Gizi 

masyarakat. Dalam hal terjadi kekurangan atau penurunan Status Gizi 

masyarakat, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk perbaikan atau pengayaan 

Gizi Pangan tertentu yang diedarkan. Penentuan jenis Pangan yang akan 

diperkaya nutrisinya dilakukan berdasarkan kajian. 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan 

penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut meliputi 

kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah 

dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, mobilisasi cadangan Pangan 

masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan 

teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan. 
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Keterjangkauan Pangan antara lain ditentukan oleh kine:tja Distribusi 

Pangan, perdagangan Pangan, dan bantuan Pangan. Distribusi Pangan dilakukan 

melalui pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien, 

pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan kete:tjangkauan 

Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, dan perwujudan kelancaran dan 

keamanan Distribusi Pangan. Untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, 

manajemen cadangan Pangan, dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat 

diperlukan kelancaran distribusi dan perdagangan Pangan Pokok di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan acuan tentang mekanisme, tata 

cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku saha 

Pangan. Dalam pengaturan ini, Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau 

menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu. 

Sementara itu, bantuan Pangan diberikan kepada masyarakat miskin dan 

masyarakat rawan Pangan dan Gizi. 

Untuk mendukung perencanaan, pemantuan dan evaluasi, stabilisasi 

pasokan dan harga Pangan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap 

masalah Pangan, serta kerawanan Pangan dan Gizi perlu dibangun Sistem 

Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Sistem informasi ini hams dapat 

disampaikan kepada pengguna secara cepat, tepat, dan akurat. 

Dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi, masyarakat memiliki 

kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta bersama-sama dengan komponen 
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pemangku kepentingan Ketahanan Pangan lainnya. Peran serta tersebut dilakukan 

antara lain dalam hal melaksanakan produksi, Distribusi Pangan dan perdagangan 

Pangan, menyelenggarakan cadangan Pangan, dan melakukan pencegahan dan 

penanggulangan masalah Pangan. 

2.5. Penelitian Terdahulu 

Menurut Susilowati (2014) dalam penelitiannya tentang "Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan 

Bantul" penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan memberikan 

beberapa hasil. Pertama, jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap ketahanan 

pangan RTM di Kecamatan Srandakan. Kedua, Umur kepala rumah tangga 

berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan RTM di Kecamatan Srandakan. 

Ketiga, Prioritas perkawinan berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan 

RTM di Kecamatan Srandakan. Keempat, jenis pekerjaan tidak berpengaruh 

terhadap ketahanan pangan RTM di Kecamatan Srandakan. Kelima, jumlah 

anggota keluarga berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan R TM eli 

Kecamatan Srandakan. Keenam, Pendapatan rumah tangga berpengaruh positif 

terhadap ketahanan pangan RTM di Kecamatan Srandakan. Ketujuh, secara 

simultan, jenis kelamin, umur kepala rumah tangga, prioritas perkawinan, jenis 14 

pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan pendapatan rumah tangga berpengaruh 

terhadap ketahanan pangan R TM di Kecamatan Srandakan Bantul. 

Menurut Wulandari (2014) dalam penelitian tentang "Analisis Situasi 

Kerawanan Pangan Berdasarkan Dimensi Akses Pangan di Kota Jakarta Barat 

Provinsi DKI Jakarta" penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 
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yang menyatakan bahwa secara umum Kota Jakarta Barat termasuk dalam resiko 

kerawanan pangan sedang, yaitu: Kecamatan Taman Sari dan Kalideres. Kota 

Jakarta Barat secara umum berdasarkan akses fisik per kecamatan termasuk ke 

dalam resiko kerawanan pangan sedang. Kota Jakarta Barat secara umum 

berdasarkan indikator tingkat kemiskinan per kecamatan termasuk ke dalam 

resiko kerawanan pangan sedang. Kecamatan yang termasuk resiko kerawan 

pangan tinggi berdasarkan tingkat kemiskinan adalah Kecamatan Grogol 

Petamburan dan Cengkareng. 

Menurut Muslimah dkk (2014) dalam penelitian tentang "Analisis 

Pemetaan Potensi Rawan Pangan dan Arah Kebijakan" studi kasus pada Jabung 

Kabupaten Malang penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang 

menyatakan bahwa Pemetaan potensi rawan pangan dengan menggunakan 12 

indikator di Kecamatan Jabung tidak memiliki desa yang masuk prioritas yang 

masuk prioritas penanganan daerah yang sangat rawan, rawan dan agak rawan. 

Namun demikian dalam analisis per indikator tentu masih dijumpai daerah yang 

agak rawan, rawan atau bahkan sangat rawan. Hal ini memberikan informasi awal 

untuk ditindaklanjuti dalam pembangunan daerah selanjutnya. Arah kebijakan 

yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan potensi daerah kecamatan 

Jabung baik dari aspek sarana dan prasarana serta peningkatan hasil pertanian. 

Menurut Rahaviana (2014) dalam penelitiannya tentang "Analisis Pemetaan 

Kerawanan Pangan di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Y ogyakarta" 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif mengatakan bahwa 

indikator yang berpengaruh yaitu konsumsi normatif, persentase penduduk di 
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bawah garis kerniskinan, persentase penduduk yang dapat mengakses air bersih, 

dan persentase pada puso mempengaruhi sebesar 99,3 persen terhadap tingkat 

kerawanan pangan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

menjadi indikator pada penelitian ini, seperti buta huruf, angka kematian bayi, 

persentase daerah berhutan dan penyimpanan curah hujan. 

Menurut Wulandari (2016) dalam penelitiannya tentang "Identifikasi 

Wilayah Rawan Pangan di Provinsi D.l. Yogyakarta" penelitian yang 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif ini mengatakan bahwa Faktor 

dominan yang paling mempengaruhi tingkat ketahanan pangan terhadap 

kerawanan pangan, yaitu parameter penduduk hidup di bawah garis kerniskinan. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 

diperoleh bahwa variabel penduduk hidup di bawah garis kerniskinan mempun ai 

nilai koefisien regresi (beta) paling besar, yaitu sebesar 0,320. Nilai koefisien 

regresi bemilai positif dengan nilai 0,320 dapat diartikan bahwa setiap 

peningkatan persentase penduduk hidup di bawah garis kerniskinan sebesar 

lpersen, maka indeks ketahanan panganjuga akan meningkat sebesar 0,320. 

Menurut Wijaya (2017) dalam penelitiannya tentang "Strategi 

Pengembangan Komoditas Unggulan dalam Menunjang Ketahanan Pangan 

Wilayah (Studi Kasus di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa tengah)" penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengatakan bahwa pangan 

merupakan salah satu permasalahan yang strategis, karena pengeluaran terbesar 

rumah tangga masih untuk konsumsi pangan. Oleh karena itu, peningkatan 

ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis seharusnya menjadi program 
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utamaa dalam pembangunan pertanian dan wilayah. Startegi prioritas yang dapat 

dilaksanakan dalam mengembangkan komoditas unggulan yaitu dengan 

memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (Posyantek). 

Menurut Purwaningsih dkk (20 15) dalam penelitiannya tentang "Analisis 

Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga 

Petani di Karanganyar Jawa Tengah" penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif yang menyatakan bahwa hasil analisis mengenai sumber 

pendapatan rumah tangga menunjukan sebagian rumah tangga tidak alih fungsi 

dan alih funfsi lahan, memliki pendapatan utama dari usaha tani dan wiraswasta 

Beberapa persamaan penelitian pada tesis ini dengan penelitian terdahulu 

yang sudah diuraikan diatas adalah metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptifkualitatif, walaupun ada beberapa penelitian yang menggunakan metode 

kuantitatif. Persamaan yang lain adalah penelitian bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan dan peningkatan ketahanan pangan yang dilaksanakan berdasarkan 

peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. 

2.6. Kerangka Berpikir 

Kecukupan pangan yang baik mendukung tercapainya status gizi yang 

baik sehingga akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Disamping itu, 

untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan diversivikasi pangan dengan 

memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan 

teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat 

untuk mengonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang. Peraturan 

Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi juga 
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menggarisbawahi untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan 

sumberdaya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan dibidang pangan, 

penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan. 

Dengan demikian sinergi antar sektor, sinergi pemerintah dan masyarakat 

(termasuk dunia usaha) merupakan kunci keberhasilan pembangunan ketahanan 

pangan. Masalah pangan dan gizi merupakan masalah pokok yang mendasari 

seluruh kehidupan dan pembangunan bangsa. Ketahanan pangan dan gizi bukan 

hanya mengenai jumlah bahan makanan yang tersedia, tapi juga kandungan gizi di 

dalamnya. 

Evaluasi pelaksanaan ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhin a 

pangan bagi suatu masyarakat, dalam penelitian ini adalah masyarakat di 

Kabupaten Aceh Timur yang akan difokuskan pada evaluasi unsur-unsur 

organisasi, yaitu manusia, sasaran, tempat kedudukan, peketjaan, teknologi 

struktur dan lingkungan. Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis 

kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang 

valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh 

kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. 

Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu 

telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik 

terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. 

Adapun hagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 
Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi Di 

Kabupaten Aceh Timur 

~ 
I I 

I Problematika Internal (SDM) I I Problematika Eksternal (SDA) I 
I I 

l 
IEvaluasi unsur-unsur organisasi: 
1. Manusia; 
~- Sasaran; 
3. Tempat kedudukan; 
14. Pekerjaan; 
5. Teknologi; 
6. Struktur; dan 
7. Lingkungan. 
Menurut Hasibuan (20 11) 

~ 
Peningkatan Kualitas 

Ketahanan Pangan Pemkab. Aceh Timur 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu 

cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode penelitian adalah suatu cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah 

berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bah~ a 

metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini direncanakan selama 2 bulan, yaitu Januari s.d Februari 2020 

pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur. Adapun 

alasan pemilihan lokasi penelitian adalah agar lebih memudahkan penulis dalam 

pengambilan data karena penulis adalah Aparatur Sipil Negara pada dinas tersebut 

dan rasa tanggungjawab yang dirasakan penulis mengenai pentingnya ketahanan 

pangan yang masing mengkuatirkan di Kabupaten Aceh Timur. Dinas Ketahanan 

Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur merupakan lembaga yang 

berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tirnur Nomor 11 Tahun 2017 memiliki tugas 

pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang 

ketahanan pangan dan penyuluhan, sehingga merupakan pelaksana Peraturan 

61 
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Pemerintah No. 17 Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Timur yang akan menjadi 

fokus pada penelitian ini. 

3.2. Bentuk Penelitian 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai 

metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti 

tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. 

Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi 

instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, 

sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi 

situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15), 

menjelaskan bahwa: 

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan 

makna dari pada generalisasi. 

Penelitian ini bermaksud mengetahui dan menggambarkan kondisi 

terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur yang 

tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 
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aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk 

mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 

dengan demikian penelitian akan mengarah pada penelitian deskriptif kualitatif 

yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dari pelaksanaan ketahanan 

pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

Kabupaten Aceh Timur. 

3.3. Informan 

Sugiono (20 1 0) mengemukakan penelitian kualitatif pada umumn a 

mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk 

penelitian lainnya atau lebih dikenal dengan informan kunci (key informan) ang 

sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Berdasarkan kebutuhan informasi 

yang ingin diperoleh pada penelitian ini, maka yang menjadi informasi kunci 

adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur. 

Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam 

memilih informan. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan 

eksklusif. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti 

berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria 

khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus 

dikeluarkan dari kelompok penelitian (Sugiono, 2010), antara lain: 

1. Informan merupakan subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan 

kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti dan 
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ini biasanya ditandai dengan kemampuan memberikan informasi mengenm 

sesuatu yang ditanya peneliti. 

2. Informan merupakan subyek yang masih terikat secara penuh/aktif pada 

lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti. 

3. Informan merupakan subyek yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk 

dimintai informasi. 

4. Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak 

cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu 

Berdasarkan teori sugiono tersebut, maka yang dijadikan informan pada 

penelitian ini yaitu : 1 orang Sekretariat, 1 orang Bidang Ketersediaan, 

Kerawanan dan Cadangan Pangan, 1 orang Bidang Penganekaragaman, Konsumsi 

dan Keamanan Pangan, 1 orang Seksi Ketersediaan Pangan, 1 orang Seksi 

Kerawanan dan Cadangan Pangan, 1 orang Seksi Penganekaragaman Pangan, 1 

orang Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan, 1 orang Divisi Pengadaan Pangan 

Perum Bulog Langsa, 1 orang Kelompok Tani. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan guna memperoleh informasi 

dalam penelitian ini diantaranya meliputi : Dokumentasi, Wawancara (Indept 

Interview), dan Observasi. 

1. Dokumentasi 

Menurut Sugiono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 
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harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain

lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data 

sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait antara lain pada 

lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur. 

Disamping dokumentasi yang terdapat pada dinas tersebut juga dilakukan 

pengambilan data dokumen selama 2 tahun dari tahun 2018-2019 mengenai 

pelaksanaan ketahanan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

Kabupaten Aceh Timur. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara 

mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relatiflama (Sugiono, 2013). 

Wawancara dilakukan terhadap informan pada lingkungan Dinas 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur yang disesuaikan 

dengan jumlah sampel yang dibutuhkan. Dengan cara ini dapat diperoleh 
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masukan-masukan untuk memperdalam kajian mengenai hambatan dan masalah 

serta preferensi kinerja Aparat birokrasi. Panduan wawancara digunakan sebagai 

alat dalam melakukan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil 

pendataan. 

3. Observasi 

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikhologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan 

dan ingatan. 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang 

(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan 

perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan 

gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk 

membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran 

terse but. 

3.5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konsep 

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori 

(bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang 

relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok konsep yang perlu 

dikemukakan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis 

tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat 
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iga variabel independen dan satu dependen, maka kelompok konsep yang perlu 

lideskripsikan ada empat kelompok konsep, yaitu kelompok konsep yang 

>erkenaan dengan variabel independen dan satu dependen. Oleh karena itu, 

emakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak konsep yang 

likemukakan (Sugiyono, 201 0). 

Pengertian evaluasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

tdalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih 

inggiatau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari 

abatanstrukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah 

uatuproses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya. 

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. 

>ertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan 

lapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai 

lan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini 

:valuasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. 

~edua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai

tilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai dipetjelas dengan 

nendefmisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan 

nenanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan 

lengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi membari sumbangan pada aplikasi 

netode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan 

ekomendasi. lnformasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat 

nemberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat 
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juga menyumbang pada definisi altematif kebijakan yang baru atau revlSl 

kebijakan dengan menunjukkan bahwa altematif kebijakan yang diunggulkan 

sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang 

berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 

petemakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 

bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan 

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 

minuman. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri 

atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain 

yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara 

sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, 

baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau 

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dart budaya masyarakat, untuk 

dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 

tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, 

memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan 
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dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status 

Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi konsep dalam penelitian ini 

adalah evaluasi pelaksanaan ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan 

bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Timur sampai dengan perseorangan, yang 

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutuny~ 

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 

produktif secara berkelanjutan. Adapun tipe evaluasi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah tipe evaluasi formal seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan 

(2011), yaitu evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur (Studi pada Dinas 

Ketahanan Pangan dan Gizi). 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang 

khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Definisi operasional 

dapat mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi melalui logika 

empiris. Berdasarkan kerangka pikir diatas penulis menggunakan teori evaluasi 

menurut Hasibuan (20 11) yang akan difokuskan pada unsur-unsur organisasi. 

Unsur-unsur organisasi tersebut, yaitu: 

a. Manusia yaitu berkaitan dengan kinerja para pegawai dalam meningkatkan 

ketahanan pangan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh para pegawai 

dalam memberikan pelayanan publik, ketersediaan pegawai untuk menunjang 
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agar seluruh program ketahanan pangan dapat terlaksana, serta bentuk 

komunikasi yang terjadi antar pegawai dan bentuk motivasi yang diberikan 

oleh pemimpin kepada para pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan 

Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur agar mampu mewujudkan ketahanan 

pang an. 

b. Sasaran yaitu berkaitan dengan ketercapian tujuan, kesesuaian antara visi dan 

misi organisasi dengan bentuk-bentuk program dan kebijakan yang 

dicanangkan untuk menjaga ketahanan pangan, keberhasilah pelaksanaan 

program dan kebijakan ketahanan pangan serta ukuran keberhasilan program 

dan kebijakan yang dicanangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan 

Penyuluhan untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Timur. 

c. Tempat kedudukan yaitu berkaitan dengan apakah Dinas Ketahanan Pangan 

dan Penyuluhan telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan 

pelayanan serta peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Timur. 

d. Pekeijaan yaitu berkaitan dengan pembagian tugas dan fungsi yang akan 

dijalankan oleh masing-masing pegawai dalam menjaga ketahanan pangan 

serta bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Dinas Ketahanan Pangan 

dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur untuk dapat menarik minat 

masyarakat. 

e. Teknologi yaitu berkaitan dengan penyedian sarana dan prasarana penunjang 

kineija organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam menjaga 

ketahana pangan di Kabupaten Aceh Timur. 

' l 
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f. Struktur yaitu berkaitan dengan garis koordinasi pembagian keija, laporan 

pertanggungjawaban kinerja pegawai dan pendelegasian kekuasaan dari 

pemimpin kepada para pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

Kabupaten Aceh Timur. 

g. Lingkungan yaitu berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap penerimaan 

pelayanan serta program dan kebijakan dan apakah ada pihak-pihak yang 

membantu Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur . 

3.6. Teknik Analisis data 

Menurut Sugiono (2013) teknik analisis data deskriptif merupakan suatu 

cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem 

pemikiran atau juga peristiwa masa sekarang. J enis metode penelitian kualitatif ini 

berusaha menjelaskan fenomena sosial pada saat tertentu. Metode penelitian 

kualitatif dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan kriteria pembedaan 

diantara lain fungsi akhir dan pendekatannya. 

Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif 

dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara 

induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk 

menarik kesimpulan tentang bagaimana evaluasi Peraturan Pemerintah nomor 17 

Tahun 2015 ten tang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur 

berdasarkan teori evaluasi menurut Hasibuan (2011) yang akan difokuskan pada 

unsur-unsur organisasi. 

Reduksi data, yakni data dengan diperoleh di lokasi penelitian (data 

lapangan) di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. 
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Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. 

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi 

data. 

Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang 

disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder 

(dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi. 

Penarikan kesimpulan, yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan 

selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa data, yang 

dikumpulkan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul, dimana 

persamaan yang sering muncul, antara lain "kesulitan teknis, koordinasi, dan 

kualitas SDM." 
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5.1. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan 

mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan tipe 

evaluasi formal yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011), yaitu evaluasi unsur

unsur orgamsast serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Manusia yaitu berkaitan dengan kinetja para pegawai dalam meningkatkan 

ketahanan pangan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh para pegawai 

dalam memberikan pelayanan publik, ketersediaan pegawai untuk menunjang 

agar seluruh program ketahanan pangan dapat terlaksana, serta bentuk 

komunikasi yang terjadi antar pegawai dan bentuk motivasi yang diberikan 

oleh pemimpin pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten 

Aceh Timur berdasarkan hasil wawancara tergolong baik. 

2. Sasaran yaitu berkaitan dengan ketercapian tujuan, kesesuaian antara visi dan 

misi organisasi dengan bentuk-bentuk program dan kebijakan yang 

dicanangkan untuk menjaga ketahanan pangan, keberhasilah pelaksanaan 

program dan kebijakan ketahanan pangan serta ukuran keberhasilan program 

dan kebijakan yang dicanangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan 

127 
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Penyuluhan untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Timur 

berdasarkan hasil wawancara tergolong baik. 

3. Tempat kedudukan yaitu berkaitan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan 

Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam memberikan pelayanan serta 

peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan hasil 

wawancara tergolong baik. 

4. Pekerjaan yaitu berkaitan dengan pembagian tugas dan fungsi yang akan 

dijalankan oleh masing-masing pegawai dalam menjaga ketahanan pangan 

serta bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Dinas Ketahanan Pangan 

dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur untuk dapat menarik minat 

masyarakat berdasarkan hasil wawancara sudah berjalan baik. 

5. Teknologi yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam 

menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Timur tergolong cukup baik. 

6. Struktur yaitu berkaitan dengan koordinasi dalam pembagian kerja, laporan 

pertanggungjawaban kinerja pegawai dan pendelegasian kekuasaan dari 

pemimpin kepada para pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

Kabupaten Aceh Timur sudah berjalan dengan baik. 

7. Lingkungan yaitu berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap pelayanan serta 

program dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten 

Aceh Timur tergolong cukup baik. 

8. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh 

Timur berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut: 
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a. Berkurangnya Luas Area Panen/Banyak:nya Pengalihan Fungsi Lahan 

b. Terhambatnya Peremajaan Usia Penyuluh 

c. Terbatasnya Ketersediaan Pupuk Bersubsidi 

d. Problematika Harga Jual Hasil Panen. Harga jual yang tidak menentu 

berimbas pada terhambatnya peningkatan kesejahteraan petani. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dan faktor-faktor yang 

menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur, maka 

beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah: 

1. Regulasi yang ada harus benar-benar diperkuat dalam rangka mencegah terns 

merebaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi beragam fungsi lainnya yang 

tidak terkait dengan sektor pangan nasional. misalnya mengenai 

kemungkinan pemberian sanksi atas mereka yang melakukan alih fungsi 

lahan produktif. 

2. Harus ada pendekatan khusus untuk mengatasi peremajaan usia penyuluh, 

antara lain : memasukkan pertanian ke dalam kurikulum pertanian, 

memaksimalkan peran SMK pertanian, memaksimalkan penggunaan 

teknologi pertanian dan melakukan kampanye secara intensif melalui media 

so sial. 

3. Mengatasi terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi antara lain 

meningkatkan ketepatan penggunaan pupuk. Tingkat pemupukan bervariasi, 

sebagian lokasi terdapat kebiasan melakukan pemupukan melebihi 
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rekomendasi, sebaliknya dilokasi lain petani cenderung menggunakan pupuk 

lebih rendah dari rekomendasi. Penggunaan pupuk yang berlebih atau kurang 

akan menurunkan efisiensi dan efektifitas penggunaan pupuk 

4. Pola kombinasi tanaman dengan berbagai komoditi dalam satu petak lahan 

merupakan salah satu altematif untuk mengatasi harga jual hasil panen yang 

tidak menentu. 
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